
r
I .

WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 9̂ TAHUN^OP^
TENTANG

PENERAPAN SISTEM LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA

“SI AMIN DUKCATPIL” PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat pada

lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota

Tanjungbalai serta mendukung program pemerintah untuk

meningkatkan kepemilikan masyarakat akan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil serta memanfaatkan sistem

teknologi informasi sebagai salah satu altematif sistem

pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

b. bahwa untuk menindaklanjuti usaha peningkatan pelayanan

publik tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang

perlu membentuk suatu mekanisme altematif pelayanan dengan

sistem teknologi informatika yang di sebut “Si Amin

Dukcatpil”;

c. bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil dengan sistem daring “Si Amin Dukcatpil” diberlakukan
untuk keseluruhan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil secara bertahap dan tahap awal diberlakukan
bagi pelayanan penerbitan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran
dan Kartu Identitas anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang penerapan sistem layanan berbasis teknologi
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informatika “Si Amin Dukcatpil” pada dinas kependudukan dan

pencatatan sipil Kota Tanjungbalai.

Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Mengingat : 1.

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

1956 Nomor 59, Tambahan
I

Republik Indonesia Tahun

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4645) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
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Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

#s
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i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

m
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tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);

13. Peraturan Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

92 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5772);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4768);

18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

*
Peraturan Pemerintah Nomor
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20. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan;

21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan;

22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk

Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang

Diterbitkan Oleh Negara Lain;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan
kepemilikan akta kelahiran;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kartu Identitas Anak;

30. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tanjungbalai;

31. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

32. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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LAYANAN BERBASIS:PENERAPAN SISTEM

TEKNOLOGI INFORMATIKA “SI AMIN DUKCATPIL”
Menetapkan

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KOTA TANJUNGBALAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

8. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kota Tanjungbalai.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

9
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ll. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan yang merupakan unit

dalam pelaksanaan pemberdayaan,kerja pemerintahan
pembangunan, dan kemasyarakatan dalam lingkup pemerintahan

Kelurahan.
13. Kepala Lingkungan selanjutnya disebut Kepling adalah unsur

pelaksana tugas Kepala Kelurahan yang merupakan perpanjangan

tangan pemerintah dengan wilayah kerja tertentu.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA

Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan

nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi

penduduk yang beragama Islam.

15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang

bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tanjungbalai.
17. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun

Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah kota
Tanjungbalai bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya
tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

18. Pendatang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia
maupun Orang Asing yang datang dari luar wilayah dan bermaksud
tinggal sementara di wilayah Kota Tanjungbalai dalam jangka waktu
31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 91 (Sembilan puluh satu)

hari.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

*
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21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan

oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan

dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat

keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk

yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap.

25. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk
yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk
yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau
bertempat tinggal di daerah terbelakang.

26. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan data yang terjadi karena
perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta
perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat / tempat
tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.

27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal,
dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk
Indonesia.

28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

29. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin
termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua / mertua, kakek, nenek,
dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab
kepala keluarga yang tinggal satu rumah.

30. Kepala keluarga adalah :

©
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a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-
anaknya;

b. Janda / isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan

tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga

yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;

c. Orang yang bertempat tinggal sendiri atau bertempat tinggal

bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;

d. Kepala asrama / rumah yatim piatu dan sejenisnya;

e. Orang yang menjadi kuasa dari orang yang dibawah perwalian /
pengampuan.

31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-
el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

32. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA
adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia
kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

33. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada
Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

35. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap
bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi
menunjukan bukti-bukti kehidupannya.

36. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang
berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat
dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

37. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
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38. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
39. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan

pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan
keterangan dari pihak yang berwenang.

42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan
hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang
sah, atau:orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan.

43. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan
ibu kandung anak tersebut.

44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak
yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan
perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

45. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya
nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai
dengan hukum yang berlaku.

46. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan
kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi
Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi
Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum
berlaku.

47. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain
perubahan jenis kelamin.

|
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48. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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49. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang

Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
50. Kartu Izin Tinggal Terbatas selanjutnya disebut KITAS, adalah bukti

atas izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal

di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
51. Kartu Izin Tinggal Tetap selanjutnya disebut KITAP adalah bukti

atas izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal

menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
52. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Terbatas adalah surat

bukti pendaftaran penduduk Warga Negara Asing yang telah

memperoleh KITAS untuk tinggal di wilayah Kota Tanjungbalai
dalam jangka waktu yang terbatas yang dikeluarkan oleh Dinas.

53. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap adalah surat bukti
pendaftaran penduduk Warga Negara Asing yang telah memperoleh
KITAP untuk tinggal menetap di wilayah kota Tanjungbalai yang
telah dikeluarkan oleh Dinas.

54. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data
Kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran data
kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang
tua/wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran
data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

55. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai
pasangan suami isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran
sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang oleh orang
tua kandung/wali/ pemohon dengan tanggung jawab penuh atas
status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua)
orang saksi.

56. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan
permohonan pembuatan akta pencatatan sipil.

57. Saksi dalam SPTJM adalah orang yang melihat atau mengetahui
penandatanganan.

58. Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan untuk
mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang
dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi
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peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI

tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.
59. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya

disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan

dan komunikasi untuk memfasilitasiteknologi informasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat

Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
60. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,

dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
61. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang

tersimpan secara sistematik, terstruktur, dan saling berhubungan

dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan

jaringan komunikasi data.

62. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas

yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses

database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 3

(1) Pelayanan sistem daring yang bernama “Si Amin Dukcatpil”
merupakan sistem layanan dengan memanfaatkan teknologi

informatika untuk memberikan alternatif layanan kepada
masyarakat di samping sistem layanan yang telah berjalan selama
ini.

(2) Pemberlakuan sistem layanan si Amin Dukcatpil adalah untuk
layanan penerbitan KTP, KK, KIA dan Akta Kelahiran .

(3) Tata cara , sistem , metode dan persyaratan layanan mengacu pada
ketentuan perundang undangan yang berlaku.

©

BAB II

Pasal 4

JENIS LAYANAN

Bagian Pertama

Pendaftaran penduduk
(1) Jenis pelayanan pada pendaftaran penduduk meliputi:

a. KK;
b. KTP;

c. KIA;

d. Surat Ket. Pindah;

\
1

'
;

1
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e. Surat Ket. Pindah Datang;

f. Surat Ket. Pindah Keluar Negeri;

g. Surat Ket. Dari Luar Negeri;

h. Surat Ket. Tempat Tinggal.
(2) Jenis Pelayanan pada bidang pencatatan sipil meliputi:

a. Surat Ket. Kelahiran;
b. Surat Ket. Lahir Mati;
c. Surat Ket. Pembatalan Perkawinan;

d. Surat Ket. Pembatalan Perceraian;
e. Surat Ket. Kematian;
f. Surat Ket. Pengangkatan Anak;
g. Surat Ket. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
h. Surat Ket. Pengganti Tanda Identitas;
i. Surat Ket. Pencatatan Sipil;
j. Akta Kelahiran;

k. Akta Kematian;
l. Akta Perkawinan;
m. Akta Perceraian;
n. Akta Pengakuan Anak;
o. Akta Pengesahan Anak.

(3) Jenis layanan pada bidang pengelolaan informasi dan data meliputi:
a. Kerjasama pemanfaatan data;
b. Pengumpulan informasi dan data;
c. Penyajian data.

BAB III
Tujuan , prinsip dan ruang lingkup

Bagian kesatu
Tujuan

Pasal 5

Peraturan Walikota ini bertujuan :
a. Memberikan altematif pilihan layanan kepada masyarakat;
b. Memberikan kemudahan dalam pemberian layanan di era teknologi

informatika;
c. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;
d. Membangun kesadaran tentang pentingnya kepemilikan dokumen

kependudukan.
I
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Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 6

Prinsip dalam pemberian layanan sesuai dengan prinsip prinsip Good

Governance yakni :

a. Profesional
b. Akuntabel
c. transparan

d. Pelayanan prima

e. Demokratis
f. Efisien
g. Efektif

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 7
f

I 1 layanan “si Amin Dukcatpil” adalah sistem layananRuang lingkup sistem
yang diterapkan pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada pelayanan

penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan akta

;Kelahiran
|

© BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan sistem layanan “si Amin Dukcatpil” dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan sipil dan di koordinasikan oleh bidang

pengelolaan informasi dan data dan dilaksanakan oleh seluruh bidang yang

terkait dalam penerbitan layanan.
(2) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan dengan sistem daring yang

bernama siamin Dukcatpil ini dilaknakan secara berkala sesuai kebutahan akan
monitoring dan evaluasi.

(3) Dengan pemberlakuan sisten layanan berbasis daring ini , sistem layanan syang
dijalankan selama ini tetap berlaku.
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BAB V

PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan dalam penyelenggaraan sistem layanan berbasis daring dengan

“Si Amin Dukcatpil” berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Tanjungbalai

nama

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini

diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai

pada tanggal 1$ errbef

WALIKOTA TANJUNGBALAI

2020

Paraf Koordinasi
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan
3. Kabag. Hukum
4. Kadis Kependudukan & Capil
5. Sekretaris/ Kabid

:

: M. SYAHRIAL?

*
Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal If? ^09-0

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

1
i

-
;

YUSMADA#

V

i 1 i

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN^?3̂ ..NOMOR..?.^.
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